
 



 

 

 

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA  

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

TAHUN 2025 

 

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2025 ini dibuat berdasarkan 

Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Situbondo 

Tahun 2025 Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang 

Pengadilan Negeri Situbondo dalam mewujudkan Visi yaitu :   

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Situbondo Yang Agung “  

Dengan Misi :  

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Situbondo 

2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan  

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Situbondo 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri 

Situbondo 

            Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Situbondo 

mencantumkan Program, Kegiatan , Target  dan Anggaran sebagaimana 

terlampir : 

 

RENCANA AKSI PERJANJIAN  KINERJA TAHUNAN 2025 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

 

N

o 

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

TW I TW II TW III TW IV 

1 

 

Terwujudnya proses 

peradilan yang pasti, 

transparan dan 

Akuntabel 

 

a. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat 

waktu  

    

Pidana 100 % 100 % 100 % 100 % 

Perdata  80% 80% 80% 80% 

b. Jumlah putusan yang menggunakanan 

pendekatan keadilan restorative  

1 % 1 % 1 % 1 % 

c. Presentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Banding  

75 % 75 % 75 % 75 % 

d. Presentase perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Kasasi 

95 % 95 % 95 % 95 % 

e. Presentase perkara anak  yang diselesaikan 

dengan Diversi  

1 % 1 % 1 % 1 % 

f. Index persepsi  pencari keadilan yang puas 

terhadap layanan peradilan 

92  92  92  92  
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2 

 

Peningkatan Efektifitas 

Pengelolaan 

Penyelesaian  Perkara 

a.  Persentase  salinan   Putusan yang    diterima   

oleh Para pihak tepat waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 

b.  Persentase penyelesaian perkara yang 

diselesaikan melalui mediasi  

3 % 3 % 3 % 3 % 

3 Meningkatan  Akses 

Peradilan bagi 

masyarakat Miskin yang 

terpinggirkan 

a. Persentase perkara prodeo yang  diselesaikan 1 % 1 % 1 % 1 % 

b. Persentase perkara yang  diselesaikan diluar 

gedung 

1 % 1 % 1 % 1 % 

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu 

yang mendapat layanan bantuan hukum            

( Posbakum) 

100 % 100% 100% 100 % 

4 Pelaksanaan Putusan 

yang ditindaklanjuti 

Persentase putusan perkara perdata yang 

ditindaklanjuti ( eksekusi ) 

20 % 35 % 45 %  50 % 

 
 
 
 
 
 

NO AKSI/KEGIATAN 

JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ 

KELUARA

N 

PROGRAM KEGIATAN DANA (Rp.) 
TW I TW II TW III TW IV 

1 Pendaftaran 

Berkas Perkara 
ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

Perkara 

peradilan 

umum 

yang 

diselesaika

n di 

Tingkat 

Pertama 

dan 

Banding 

yang tepat 

waktu 

 

 

Perkara 

peradilan 

umum 

yang 

diselesaika

n di 

Tingkat 

Pertama 

dan 

Banding 

yang tepat 

waktu 

Perkara 

Pidana 

yang di 

selesaika

n di 

Tingkat 

Pertama 

di 

Wilayah 

Jawa 

Timur 

                                

44.073.000 

2 Penetapan hari 

sidang 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

                                  

3.540.000 

3 Pemeriksaan di 

sidang 

pengadilan 

ü 

 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

                             

6.625.000 

4 Minutasi / Upaya 

Hukum 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

                                  

8.850.000 

5 Pengiriman 

Salinan Putusan 

kepada JPU dan 

Terdakwa 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

                                  

7.080.000 

6 Pengiriman surat 

penahanan dan 

perpanjangan 

penahanan 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

                                  

3.540.000 

7 Penanganan 

Perkara Banding di 

Pengadilan 

Tingkat Pertama 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

   2.772.000 

8 Penanganan 

Perkara Kasasi 

dan Peninjauan 

kembali di 

Pengadilan 

Tingakat Pertama 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

                                    

1.960.000 

 

NO AKSI / 

KEGIATAN 

JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ 

KELUARAN 

PROGRAM KEGIATAN DANA 

(Rp.) TW I TW II TW III TW IV 

1. Pos Bantuan 

Hukum 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

Layanan Pos 

Bantuan 

Hukum 

Program 

Peningkatan 

Manajemen  

Peradilan 

Umum  

Pos Bantuan 

Hukum 

                                  

28.000.000 

2. Percepatan 

Penyelesaian 

Perkara  

- ü - ü Dukungan 

Penyelesaian 

Perkara  

Kimwasmat                                    

1.500.000 
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No SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

TW I TW II TW III TW IV 

5 Mewujudkan 

Manajemen SDM 

yang professional 

dan 

berkesinambung

an   

a. Persetase Pejabat yang sudah 

memenuhi standar kompentensi 

jabatan manajerial  

b. Persentase tingkat kelengkapan 

data kepegawaian 

c. Persentase layanan kenaikan 

pangkat tepat waktu   

d. Persentase pengusulan tepat  

waktu   

 

90 % 

 

100% 

 

100 % 

 

100 % 

 

90 % 

 

100% 

 

100 % 

 

100 % 

 

90 % 

 

100% 

 

100 % 

 

100 % 

 

90 % 

 

100% 

 

100 % 

 

100 % 

6 Mewujudkan 

regulasi dan tata 

kelola yang baik 

a. Nilai LKJip Minimal   “ BB “ 

b. Predikat Pembanguna Zona 

Integritas WBK / WBBM  

c. Nilai  IPK 

d. Nilai  IKM 

e. Nilai Setifikasi Mutu Pengadilan 

Unggul dan Tangguh ( Ampuh)  

Pengadilan Kelas IB  

f. Prosentase realisasi Penerimaan 

Negara bukan Pajak ( PNPB) 

g. Prosestase realisasi anggaran 

belanja  

h. Prosestase pelaporan LHKPN / 

LHKASN tepat waktu  

i. Prosestase nilai kinerja anggaran   

j. Prosestase Kedisiplinan masuk 

kerja   

k. Pelanggaran Disiplin  

A.  

WBK 

 

92% 

92% 

Unggul  

 

 

100 % 

 

25 % 

 

98 % 

 

97 % 

100 % 

 

0 %  

A.  

WBK 

 

92% 

92% 

Unggul  

 

 

100 % 

 

55 % 

 

98 % 

 

97 % 

100 % 

 

0% 

A.  

WBK 

 

92% 

92% 

Unggul  

 

 

100 % 

 

85 % 

 

98 % 

 

97 % 

100 % 

 

0 % 

A.  

WBK 

 

92% 

92% 

Unggul 

 

 

100 % 

 

98 % 

 

98 % 

 

97 % 

100 % 

 

0 % 

7. Mewujudkan  

pelayanan 

kesekretariatan 

yang dan prima 

a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan 

b. Jumlah  Kapasitas bandwicth yang   

memadai 

c. Prosestase distribusi  surat 

d. Prosestase tindak lanjut surat 

tepat waktu 

e. Prosestase arsip surat yang dapat 

ditemukan dengan mudah dan 

cepat 

f. Jumlah kerja sama antar Instansi 

terkait 

g. Jumlah berita tentang  Satker yang 

dibuat di media 

h. Jumlah layanan di Pengadilan 

i. Jumlah pengguna layanan 

Pengadilan 

j. Jumlah layanan Bantuan Hukum 

k. Prosentase pengusulan dan 

penyelesaian usulan kepegawaian 

l. Jumlah Pemeliharaan gedung 

m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas 

n. Jumlah Pemeliharaan 

peralatan/mesin kantor 

o. Jumlah layanan pengelola 

keamanan, urusan tata usaha dan 

rumah tangga 

0 

150 Mpbs 

 

100 % 

80 % 

 

100 % 

 

 

5  

 

10 

 

8 

75 

 

30 

100 % 

 

 

25 % 

25 % 

 

25 % 

160 

12 

0 

150 Mpbs 

 

100 % 

80 % 

 

100 % 

 

 

5  

 

20 

 

8 

150 

 

60 

100 % 

 

 

60 % 

70 % 

 

70 % 

320 

12 

1 

150 Mpbs 

 

100 % 

80 % 

 

100 % 

 

 

5  

 

30 

 

8 

225 

 

90 

100 % 

 

 

60 % 

90 % 

 

90 % 

480 

12 

1 

150 Mpbs 

100 % 

100 % 

80 % 

 

100 % 

 

 

5  

 

40 

 

8 

300 

 

120 

100 % 

 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

638 

12 

8 Pemenuhan 

kebutuhan Saranan 

dan Prasarana 

dalam mendukung 

Peradilan   

Terpenuhinya kebutuhan Sarpas 

dalam mendukung Pelayanan 

Jumlah peradilan   50 50 50 50 
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N

O 

AKSI / 

KEGIATAN 

JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/ 

KELUARAN 

PROGRAM KEGIATAN DANA 

(Rp.) 
TW I TW II TW III TW IV 

1 Pengelolaan 

Keuangan dan 

Bendaharaan   

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü Layanan 

Dukungan 

Manajemen 

Satker 

Program 

Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya 

Mahkamah 

Agung  R.I. 

Program 

Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya 

Mahkamah 

Agung R.I 

                

3.788.012.0

00 

2 

 

Operasional dan 

Pemeliharaan 

Kantor  

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

ü Layanan 

Perkantoran 

 

 

                  

1.431.328.0

00 

 a. Pelantikan 

Sumpah 

Jabatan   

b. Konsultasi di 

Tingkat 

Banding 

c. Konsultasi di 

ke KPPN/ 

Kanwil DJPB/ 

KPKNL  

 

ü 

 

ü 

 

ü 

 

ü                                    

7.200. 000  

                                 

54.840.000  

                                   

12.200.000 

3 Layanan Sarana 

Internal  

ü 

ü 

- 

ü 

- - Pengadaan 

peralatan 

dan mesin 

Pengadaan 

peralatan 

fasiltas 

perkantoran 

Pengadaan 

peralatan 

fasiltas 

perkantoran 

120.000.000 

4 Layanan Umum  

ü    Sarana dan 

Prsarana 

internal 

Ekstrakom 

tabel  

Dukungan 

Manajemen 

non 

operasional 

Pengadilan  

 

Dukungan 

Manajemen 

non 

operasional 

Pengadilan  

 

700.000 

 

 

                                                    Situbondo , 7  Januari 2025 
 

                                    Ketua Pengadilan Negeri Situbondo                                

      

 

 

                   Achmad Rasjid 
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KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

NOMOR : 2952/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/XII/2024 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUN 2025 

PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 
 

Menimbang : a.  Bahwa dalam rangka penguatan akuntabilitas serta 

implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

  b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun 

Rencana Aksi Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia; 

  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasan Kehakiman; 

  3. Undang-undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1986 Tentang Peradilan Umum 

  4. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara; 

  5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 

 

 
 

6. Peraturan… 
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  6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 

Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 

  7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

  8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 

2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen 

SAKIP; 

 
M E M U T U S K A N 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 

KELAS IB TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN 

RENCANA AKSI TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI 

SITUBONDO KELAS IB; 

KESATU : Menunjuk Tim Kerja untuk melaksanakan Penyusunan 

Rencana Aksi Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Situbondo 

Kelas IB sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan 

ini; 

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Aksi Tahun 2025 pada Pengadilan 

Negeri Situbondo Kelas IB melaporkan Rencana Aksi Tahun 

2025 kepada Ketua Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 

IB; 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 

diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. 

  Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang 

bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan 

penuh rasa tanggung jawab. 

 

Ditetapkan di : Situbondo 

Pada Tanggal : 31Desember 2024 

 
 

 

 

ACHMAD RASJID 
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LAMPIRAN  

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI 
SITUBONDO KELAS IB 
Nomor  : 2952/KPN.W14-U18/SK.OT1.6/XII/2024 
Tanggal : 31 Desember 2024 

 
TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUN 2025 

PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB 

 

NO. NAMA /NIP JABATAN 
KEDUDUKAN 

DALAM TIM 

1 
Achmad Rasjid, S.H. 
NIP. 19740915 200003 1 001 

Ketua Penasehat 

2 
Haries Suharman Lubis , 
S.H.MH. 
NIP. 19770327 200112 1 002 

Wakil Ketua  Ketua Tim 

3 
I Ketut Sueca  SH 

NIP.19800927 200212 1 002 
Panitera 

Koordinator 

Kepaniteraan 

4 
Iwan Mulyono, S.H. 

NIP. 19690514  198903 1 001 

Plt. Sekretaris/ 
Kepala Sub Bagian 

Perencanaan,Teknologi 
Informasi dan Pelaporan 

Koordinator 

Kesekretariatan 

5 
Khudzaifah, S.H. 

19670515 198903 2 015                                  
Panitera Muda Pidana Anggota 

6 
 Haryono, S.H. 

19701016 199303 1 002                 
Panitera Muda Perdata Anggota 

7 
Abd.  Mukti , S.H. 

NIP. 19660627 199303 1 005 
Panitera Muda Hukum Anggota 

8 Intan Mustika Atmaningrum,SH. 

NIP. 19840528 2005 02 2 001  
Kepala Sub Bagian 

Umum dan Keuangan 
Anggota 

9 
Diah Wahyu Sulistiyo Ningrum, 

S.H. 

NIP. 19851224 200805 200 1 

Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata 
Laksana 

Anggota 

 

Ditetapkan di : Situbondo 

Pada Tanggal : 31 Desember 2024 

 
 

 

 

ACHMAD RASJID 
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